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PERWAL KOTA TANGERANG NO. 11, BD.2014/NO.11, HBD. KOTA TANGERANG: 76 HLM. 

PERATURAN WALIKOTA KOTA TANGERANG TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG YANG TELAH MENERAPKAN POLA 

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH. 
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RSUD Kota Tangerang telah ditetapkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan 

Keputusan Walikota No. 445/Kep.87-RSUD/2014 sehingga harus menerapkan Pola 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh agar dapat 

memberikan nilai tambah dan peningkatan dalam pelayanan kesehatan rujukan di Kota 

Tangerang. Ketentuan Pasal 9 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 

2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka usulan tarif pelayanan kesehatan dari 

Kepala SKPD selanjutnya ditetapkan oleh Walikota dalam Peraturan Walikota sesuai 

dengan kewenangannya.  

 

Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 2 Tahun 1993, UU No. 1 Tahun 

2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 44 Tahun 2009, PP No. 23 

Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, Perpres No.12 Tahun 2013,  

Permendagri No. 61 Tahun 2007, Permenkes No.1 Tahun 2012, PERDA KOTA 

TANGERANG No.1 Tahun 2008, PERDA KOTA TANGERANG No.12 Tahun 2012, 

PERWAL KOTA TANGERANG No.3 Tahun 2013. 

 

Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang tarif pelayanan kesehatan pada RSUD Kota 

Tangerang yang digolongkan berdasarkan jenis sarana, jenis pelayanan, frekuensi 

pelayanan, jumlah hari rawat, dan akomodasi.  

 

 

CATATAN 

 

: 

 

- 

- 

 

- 

 

Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Februari 2014. 

Tarif pemanfaatan sarana dan prasarana rumah sakit lainnya yang berhubungan langsung 

dengan masyarakat luas ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD Kota Tangerang.  

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis 

pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD Kota Tangerang.  

    

    

    

 


